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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba B be 
ت ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
ش sin S Es 
ش syin Sy es dan ye 
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ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
و mim M Em 
ٌ nun N En 
و wau W We 
ِ ha H Ha 
ء hamzah ʼ Apostrof 
ى ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
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Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ؘا fatḥah A a 
ؘا kasrah I i 
ؘا ḍammah U u 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ؘٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i 
ٷ fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
ََفْيَك: kaifa 
ََلَْوه: haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
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ى  ؘ... | ا  ؘ ... fatḥah dan alif atau yā‟ ā a dan garis di atas 
ى kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 
ؘو dammah dan wau ū u dan garis di atas 
Contoh: 
ََتاي  : māta 
يَيَر  : ramā 
ََمِْيل    : qīla 
 َتْوًَي : yamūtu 
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4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ةَضْوَرؘَاﻷَْطَِلَافَ  َ َ: rauḍah al-aṭfāl 
َِد ًَ َناََ َةُْيَََْناَةهِضاف  َ: al-madīnah al-fāḍilah 
ة ًَ ْكَِحناََََََََََََ  َ: al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabَdilambangkan dengan 
sebuahَ tanda tasydīd ( َ َّ  ), dalamَ transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonanَganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ََا  ُبَر  : rabbanā 
ََاُْي  َج  : najjainā 
 َكََحنا : al-ḥaqq 
ََى ُّعَ   : nu“ima 
 َو  دَع  : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(  َى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
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Contoh: 
 َِيهَع    : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 َيبَرَع : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
 َص ًْ  َشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةنَسن  َسنا : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
َةفَسَْهَفنا  : al-falsafah 
    ََدهَبنا  : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
َْيأتٌََ ْو  ر  : ta’murūna 
 َعْو َُنا    : al-nau„ 
 َءْيَش    : syai’un 
 َتْر ِّ  وأ : umirtu 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
َِاللهَ  ٍ يِد dīnullāh َِِللاب billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
َِاللهَِة ًَ حرَِْيفَْى ه hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 
Ḥāmid Abū) 
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B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 
saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah  
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama  : M. Wawan Dermawan 
Nim  : 10300113152 
Jurusan : Hukum Pidana & Ketatanegaraan 
Judul Skripsi : Fungsi dan Peran Pejabat RT pada Kelurahan dalam 
Pembangunan di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar 
(Perspektif Hukum Islam). 
 
Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana fungsi dan peran pejabat 
RT pada kelurahan dalam pembangunan di Kelurahan Karunrung menurut perspektif 
hukum Islam dan kemudian menyajikan 3 subtansi permasalahan yaitu: 1) Bagaimana 
fungsi pejabat RT pada kelurahan dalam pembangunan di Kelurahan Karunrung ? 2) 
Bagaimana peran pejabat RT pada kelurahan dalam pembangunan 3) Bagaimana 
pandangan hukum Islam terhadap fungsi dan peran  pejabat RT dalam pembangunan 
?, Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui fungsi pejabat RT pada kelurahan, dan 
untuk mengetahui peran pejabat RT, serta mengetahui pandangan hukum Islam 
terhadap fungsi dan peran pejabat RT dalam pembangunan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian 
yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan yuridis normatif. 
Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data 
sekunder. Selanjutnya, menetapkan populasi dan sampel. Dilanjutkan metode 
pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu: identifikasi 
data, penyajian data, analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pejabat RT di kelurahan Karunrung 
sudah menjalankan fungsi pada kelurahan dalam pembangunan sebagaimana yang 
dimuat dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007. Pejabat RT di 
kelurahan Karunrung berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dengan menjadi pelayanan bagi masyarakat serta memciptakan sikap gotong royong 
antar sesama anggota masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti kerja bakti yang 
dilakukan rutin oleh masyarakat dan perangkat RT. Selain itu, pejabat RT di 
kelurahan karunrung membantu masyarakat yang mengalami masalah serta 
menciptakan keamanan bagi masyarakat dengan membentuk sistem keamanan 
lingkungan (siskamling) dan bekerjasama dengan BINMAS dan BABINSA yang 
bertugas di kelurahan Karunrung. 
Implikasi penelitian ini yaitu 1). Diharapkan menambah pengetahuan tentang 
fungsi pejabat RT pada kelurahan 2). Memberikan sumbangan pemikiran tentang 
peran pejabat RT pada kelurahan dalam pembangunan 3). Mengetahui pandangan 
hukum Islam terhadap fungsi dan peran pejabat RT. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas 
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan 
dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.
1
 
Dalam menyelenggarakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan 
rakyat, pemerintah daerah menjalankan program pemberdayaan masyarakat dimana 
program ini dipercaya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi  antara masyarakat 
desa dengan kota di Indonesia. Kebijakan pemberdayaan masyarakat tertuang 
didalam ketentuan Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, 
yang menjelaskan "pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat". Pemerintahan daerah akan dapat 
menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi atau desentralisasi secara baik, bila ia 
menerima cukup sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi tersebut.
2
 
Pelayanan terhadap masyarakat dan pemantapan penyelenggaraan pemerintah 
seiring dengan semangat otonomi daerah, maka diharapkan peran aktif RT guna 
terciptanya hubungan yang harmonis antar perangkat Desa dan masyarakat. RT di 
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Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) h. 1. 
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bentuk berdasarkan ” PERMENDAGRI no 5/2007, Rukun Tetangga ( RT ) adalah 
organisasi masyarakat yang di akui dan di bina oleh Pemerintah untuk memelihara 
dan melestarikan nilai-nilai kehidupan di dalam masyarakat Indonesia yang 
berdasarkan Kegotongroyongan dan Kekeluargaan serta untuk membantu 
meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah dalam pembangunan dan kemasyarakatan 
di Desa dan Kelurahan. 
Rukun tetangga atau yang sering disingkat dengan RT adalah merupakan 
suatu unsur terkecil dalam pemerintahan di Republik Indonesia. Seorang ketua RT 
mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan wilayah sebab ketua RT adalah orang yang langsung berhadapan 
dengan masyarakat dan yang melihat langsung kondisi riil di masyarakat, tidak 
seperti lurah atau camat atau penyelenggara (pemimpin) pemerintahan yang lebih 
tinggi yang hanya tahu kondisi masyarakat berdasarkan laporan masyarakat 
(termasuk ketua RT).  
Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat 
kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan 
oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan terukur 
ditentukan oleh dimensi perubahan itu dalam definisi ekonomi, sosial, politik, atau 
hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu. 
Perubahan alami adalah perubahan yang melembaga dalam bangun sosial 
3 
 
sekelompok manusia. Hanya perubahan alami yang mampu menjamin adanya 
perubahan terukur secara konstan.
3
 
Pada hakekatnya perubahan alami dan terukur dalam pembangunan desa 
dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan 
bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan 
kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya. 
Dalam Q.S Al-Maidah/5:2  
اُونَواََعتَو  َلَو ٰىَوْقَّتلاَو ِِّربْلا َيلَع اُونَواََعت  ِبَاقِعْلا ُديِدَش َ َّاللَّ َِّنإ َ َّاللَّ اُوقَّتاَو ِناَوْدُعْلاَو ِمْث ِْلْا َيلَع  
Terjemahan: 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya
4
 
Secara sederhana, al-birru (ِّ ِربْلا ) bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ini 
adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah 
dipaparkan oleh syariat. dalam ayat ini, umat muslim dikehendaki memiliki sikap 
tolong menolong dalam hal kebaikan dengan masyarakat sekitar maupun 
pemerintahan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya serta membantu 
pembangunan dalam pemerintahan. 
Soal yang tampak hangat yang selalu muncul dalam berbagai diskusi saat ini 
ialah apakah pembangunan membutuhkan partisipasi aktif dari rakyat supaya bisa 
berhasil. Dengan partisipasi aktif dimaksudkan ikut sertanya rakyat secara bergairah, 
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Randi R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D, Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah 
Pengantar dan Panduan (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), h. 10. 
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 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Al-Huda, 2005) h. 107. 
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merasa bahwa pembangunan yang dijalankan bukan sekedar paksaan dari yang 
berkuasa saja, melainkan juga merupakan miliknya sendiri.
5
 
Pembangunan adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk merubah sebuah 
masyarakat menjadi lebih baik dengan mencurahkan segala tenaga, pikiran dan 
perjuangan. Dengan mencurahkan segala tenaga, pikiran dan perjuangan 
pembangunan dapat direalisasikan dan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat 
meningkat.  
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalam tulisan ini penulis menetapkan 
untuk membahas mengenai peranan, kinerja, fungsi dan peran pejabat RT pada 
kelurahan dalam pembangunan. Oleh karena itu penulis menangkat topik dengan 
judul : 
“Fungsi dan Peran Pejabat RT pada Kelurahan dalam Pembangunan di 
Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (Perspektif Hukum 
Islam)". 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini berfokus pada penelitian mengenai Fungsi dan Peran Pejabat RT 
pada Kelurahan dalam Pembangunan studi kasus di Kelurahan Karunrung, 
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam). 
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 Arief Budiman, Kebebasan, Negara, Pembangunan(Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h.26. 
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2. Deskripsi Fokus Penelitian 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan memahami 
penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa pengertian variable yang 
dianggap penting yaitu : 
a. Peranan pejabat RT 
Peranan pejabat RT sangat penting dalam pengurusan RT-RW, 
ditangannya ditentukan kemana arah organisasi lingkungan ini akan 
dibawa.
6
 
b. Kinerja 
Kinerja ( prestasi kerja ) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 
yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya
7
 
c. Fungsi pejabat RT 
Fungsi pejabat RT adalah sebagai pengkoordinasi antar warga, pelaksana 
dalam menjembatani hubungan antar masyarakat dengan pemerintah 
daerah, dan penanganan masalah-masalah masyarakat yang dihadapi 
warga.
8
 
 
 
 
 
                                                          
6
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi 
pokok masalah dalam penulisan skripsi ini adalah “Fungsi dan Peran Pejabat RT pada 
Kelurahan dalam Pembangunan di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, 
Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam)” dengan sub-sub masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana fungsi pejabat RT pada Kelurahan dalam pembangunan di 
Kelurahan Karunrung ? 
2. Bagaimana peranan pejabat RT pada Kelurahan dalam pembangunan ? 
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fungsi dan peran pejabat RT 
dalam Pembangunan ? 
 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih 
berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Administrasi 
Pembangunan. Adapun isi buku ini membahas mengenai ilmu administrasi 
negara. Oleh karena itu pula maka tinjauan dari pada fungsi administrasi 
tekanannya sedikit berbeda seperti diuraikan dalam ilmu administrasi negara 
yaitu hanya sesuai dengan dasar–dasar hukum kewenangan fungsinya serta 
hasil perpaduan pengaruh dari kekuatan–kekuatan sosial dalam masyarakat.9 
Namun dalam buku ini tidak membahas secara khusus mengenai tugas dan 
fungsi pejabat RT dalam pembangunan. Hanya membahas fungsi administrasi 
negara hingga wilayah provinsi. 
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Bintoro Tjokroamidjojo, Pengantar Administrasi Pembangunan (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 
8. 
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2. Hanif Nurcholis dalam bukunya Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah. 
Adapun isi buku ini menbahas mengenai salah satu metode mendapatkan 
gambaran kondisi daerah dimasa depan. Untuk memudahkan para pemangku 
kepentingan menyepakati arah pembangunan yang akan dirumuskan dalam 
RPJP Kabupaten/Kota.
10
 Namun dalam buku ini tidak membahas secara rinci 
mengenai tugas dan fungsi pejabat RT dalam pembangunan. 
3. Randi R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D. dalam bukunya Manajemen 
Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan. Adapun isi buku ini 
membahas mengenai pengantar pembangunan secara umum. Pembangunan 
menekankan peubahan alami untuk membedakan perubahan tidak alami yang 
ditimbulkan oleh kekuatan dari luar komunitas suatu kelompok manusia.
11
 
Namun dalam buku ini tidak membahas secara khusus mengenai tugas dan 
fungsi pejabat RT dalam pembangunan. Hanya menjelaskan pembangunan 
secara umum. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
a. Mengetahui fungsi pejabat RT pada Kelurahan dalam pembangunan di Kelurahan 
Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. 
b. Mengetahui peran pejabat RT dalam pembangunan. 
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Hanif Nurcholis, Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah (Jakarta: PT Gramedia 
Widiasarana Indonesia, 2009), h. 47. 
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c. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap fungsi dan peran pejabat RT dalam 
pembangunan. 
2. Kegunaan penelitian 
a. Kegunaan teoritis 
Secara teoretis dalam skripsi ini 
1) Diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat dipergunakan dan di 
manfaatkan di dalam penulisan bidang ilmu hukum pidana khususnya tentang 
Fungsi dan Peran Pejabat RT pada Kelurahan dalam Pembangunan Kelurahan 
Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam) 
2) Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang Fungsi dan Peran Pejabat RT 
pada Kelurahan dalam Pembangunan di Kelurahan Karunrung, Kecamatan 
Rappocini, Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam) 
b. Kegunaan praktis 
1) Dapat memberikan informasi dan mengetahui Fungsi Pejabat RT pada 
Kelurahan dalam Pembangunan Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, 
Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam) 
2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Peranan Pejabat RT pada 
Kelurahan dalam Pembangunan di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, 
Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam) 
3)  Dapat mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Fungsi dan Peran Pejabat 
RT pada Kelurahan dalam Pembangunan di Kelurahan Karunrung, Kecamatan 
Rappocini, Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam) 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. Peraturan Tentang RT 
1. Pengertian RT 
Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah 
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka 
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa 
atau Lurah.
1
 Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. 
Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga). 
Lembaga Kemasyarakatan tersebut dibentuk oleh warga setempat. Tujuannya 
adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai - nilai kehidupan yang berdasarkan 
kegotong - royongan dan kekeluargaan. 
Selain itu, terdapat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat 
untuk menertibkan kehidupan bersama di lingkungan Kelurahan. Dalam aturan 
tersebut biasanya memuat kewajiban-kewajiban warga menyangkut kerukunan, 
keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Aturan-aturan tertulis yang terdapat di RT 
antara lain : setiap kepala keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK), warga baru 
(pendatang) wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, warga lama yang pindah wajib 
melaporkan diri kepada Ketua RT, warga yang telah berumur 17 tahun wajib 
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 Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun2007 
tentangPedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Jakarta: Menteri Dalam Negeri, 2007), h. 3. 
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memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), tamu yang menginap wajib melaporkan diri 
kepada Ketua RT, setiap kepala keluarga wajib membayar iuran yang telah disepakati 
(iuran RT, iuran RW, iuran sampah, pembangunan, dan sebagainya), setiap warga 
wajib menjaga kerukunan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan.  
Di samping itu ada pula aturan yang tidak tertulis atau biasa disebut norma. 
Norma yang berlaku pada masyarakat antara lain norma adat/kebiasaan, norma 
agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Misalnya bila ada tetangga yang 
sakit warga lain menengoknya, tradisi melayat bila ada warga yang meninggal dunia, 
serta setiap warga wajib datang pada pertemuan RT. Apabila anggota masyarakat 
melanggar salah satu norma tersebut, maka sanksinya adalah akan dikucilkan atau 
menjadi bahan pembicaraan orang lain.
2
 
2. Proses Pembentukan Rukun Tetangga (RT) 
Rukun tetangga merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh 
pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat 
Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk 
membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari 30 
KK untuk desa dan sebanyak-banyaknya 50 KK untuk kelurahan yang dibentuk. 
Pembentukan Rukun Tetangga tersebut dapat berupa pembentukan RT baru 
atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih. Apabila dalam satu 
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 Merwy Rande Layuk,”Kepemimpinan Ketua RT”, Jurnal Ilmu Pemerintahan 1, no. 1 (2001): 
h. 166. 
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RT tidak memenuhi syarat paling sedikit 25 kepala keluarga bisa dilakukan 
penghapusan/penggabungan RT. Hal ini tidak termasuk dalam pengecualian kondisi 
geografis dan/atau lingkungan. 
Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 1983, RT dibentuk 
dengan maksud dan tujuan untuk : 
1) Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia 
yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan. 
2) Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan. 
3) Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam waktu usaha 
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3
 
3. Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) 
Pengurus RT berdasarkan Pasal 20 ayat 1 dalam peraturan menteri dalam 
negeri nomor 5 tahun 2007 terdiri dari : 
1) Ketua 
2) Sekretaris 
3) Bendahara 
4) Bidang-bidang sesuai kebutuhan.4 
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Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 1983 tentang 
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Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah anggota dalam 
hal pengurus yang belum dibentuk, Kepala Kelurahan dapat menunjukkan pengurus 
sementara paling lama enam bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus. 
Pemilihan pengurus RT dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari : 
1) Kepala Kelurahan sebagai ketua 
2) Pemuka masyarakat sebagai sekretaris 
3) Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh ketua, bila dipandang perlu 
4) Hasil pemilihan pengurus RT diajukan oleh Kepala Kelurahan kepada Camat 
atas nama Walikota untuk mendapatkan pengesahan. 
Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW adalah penduduk setempat 
WNI yang menjadi RT dan RW yang memenuhi syarat sebagai berikut : 
1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
2) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 
3) Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah 
4) Berkelakuan baik,jujur,adil, cerdas dan berwibawa 
5) Tidak pernah terlibat langsung/tidak langsung dalam suatu kegiatan yang 
menghianati NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti 
G30S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya 
6) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum pasti 
7) Sehat jasmani dan rohani 
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8) Dapat membaca dan menulis aksara latin 
9) Telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-
putus 
10) Yang dapat ditunjuk menjadi pengurus RT dan RW adalah penduduk 
setempat WNI yang terdaftar pada Kartu keluarga yang telah berusia 17 tahun 
ke atas atau pernah kawin dan memenuhi syarat diatas 
11) Ketua dan sekretaris RT tidak diperbolehkan merangkap sebagai ketua dan 
sekretaris RW. 
Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan & pemufakatan anggota 
dalam lingkungan RT, Musyawarah berfungsi untuk : 
1) Memilih pengurus 
2) Menentukan dan merumuskan program kerja 
3) Menerima & mensahkan pertanggungjawaban Pengurus 
Musyawarah RT untuk menentukan dan merumuskan program diadakan 
sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun, Musyawarah RT dapat dinyatakan sah & 
dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ jumlah anggota. 
Apabila tidak tercapai jumlah anggota selama 2 kali berturut-turut, maka musyawarah 
dianggap sah & dapat menetapkan suatu keputusan, setelah mendengarkan 
pertimbangan Kepala desa. Keputusan musyawarah ditetapkan berdasarkan 
musyawarah/mufajat. 
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B. Teori Kinerja dan Peranan RT 
1. Pengertian Kinerja 
Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia istilah kinerja diartikan sesuatu 
yang dapat dicapai.
5
 Dari penjelasan yang telah diartikan Kamus Lengkap Bahasa 
Indonesia kinerja dapat diperoleh pengertian bahwa kinerja adalah hasil kerja yang 
dapat dicapai  oleh seseorang atau sekolompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 
wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan 
organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 
moral maupun etika.
6
 
Jadi yang dimaksud dengan kinerja dalam skripsi ini adalah sebuah hasil yang 
telah dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang berada dalam lingkungan 
yang sama yaitu lingkungan kerja untuk mencurahkan seluruh kemampuannya demi 
kemajuan organisasi. 
2. Konsep Penilaian Kinerja 
Penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan 
melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan 
kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan.
7
 Standar sangat 
diperlukan dalam penilaian kinerja untuk mengidentifikasi secara jelas apa yang 
                                                          
5
 Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Cet. I; Jakarta: Mitra Pelajar, 2005), h.273. 
6
 Suyadi Prawirosentono, Manajemen Sumberdaya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan: 
Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia (Cet. I; Yogyakarta: 
BPFE, 1999), h. 2 
7
 Mathis dan Jackson, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cet. X; Makassar: Salemba 
Empat, 2006. 
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seharusnya karyawan ketahui dan apa yang seharusnya dilakukan oleh karyawan 
dalam bekerja. Dalam implikasi penilaian kinerja menganggap bahwa karyawan 
memahami apa standar yang digunakan pada kinerja mereka, serta penyelia 
memberikan karyawan umpan balik, pengembangan, dan insentif yang diperlukan 
untuk mendorong karyawan yang bersangkutan menghilangkan kinerja yang kurang 
baik dan meneruskan kinerja yang baik. G. Dessler menyatakan bahwa penilaian 
kinerja adalah memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi 
orang tersebut untuk menghilangkan kemerosotan kinerja atau berkinerja lebih baik 
lagi.
8
 
Suatu perusahaan melakukan penilaian kinerja didasarkan pada dua alasan 
pokok, yaitu: 
1) Manajer memerlukan evaluasi yang objektif terhadap kinerja karyawan pada 
masa lalu yang digunakan untuk membuat keputusan di bidang SDM di masa 
yang akan datang. 
2) Manajer memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu karyawan 
memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan, perkembangan karier dan 
memperkuat hubungan antar manajer yang bersangkutan dengan karyawan. 
Dalam melakukan pengukuran terhadap kinerja seseorang dapat dilakukan 
dengan 4 pendekatan, yaitu : 
                                                          
8
 G. Dessler, Manajemen Sumber Daya Manusia (Cet. X; Jakarta: PT. Indeks, 2010), h.  22. 
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1) Pendekatan Komparatif, adalah pendekatan yang menuntut penilai untuk 
membandingkan kinerja individu dengan individu lain.  Yang termasuk 
pendekatan komparatif antara lain: 
a) Ranking 
b) Forced distribution (distribusi yang dipaksakan) 
c) Paired comparison (pembandingan berpasangan. 
2) Pendekatan Atribut, adalah pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada 
sejauh mana individu memiliki atribut tertentu (cirri atau sifat) yang diyakini 
diperlukan untuk keberhasilan perusahaan.  Teknik yang digunakan dalam 
pendekatan ini cenderunguntuk menetapkan seperangkat sifat (seperti inisiatif, 
kepemimpinan dan kemampuan bersaing/competitiveness) dan menilai 
individu pada sifat-sifat tersebut. 
3) Pendekatan Keperilakuan, adalah pendekatan yang berusaha untuk 
mendefinisikan perilaku karyawan yang harus efektif dalam pekerjaan (Noe, 
et. Al, 2000).  Menurut Noe (2000), teknik yang tergantung pada pendekatan 
keperilakuan antara lain: 
a) Critical Incident (Insiden kritis) 
b) Behavioral Anchored Rating Scale (skala penilaian berdasarkan perilaku) 
c) Behavioral Observation Scales (skala observasi berhubungan dengan perilaku) 
4) Manajemen Berdasarkan Sasaran (Management by Objectives/MBO), 
pendekatan ini lebuh umum digunakan untuk professional dan karyawan 
manajerial. 
17 
 
3. Peranan RT 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan mempunyai arti sebagai 
berikut: “Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang 
dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.”9 
 peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana merupakan keterlibatan 
masyarakat dalam kegiatan yang mempengaruhi kualitas dan kelancaran pelayanan 
prasarana. Kegiatan tersebut dapat berupa perawatan dan pengembangan fisik 
prasarana yang telah dibangun untuk menjamin keberlanjutan fungsi prasarana dalam 
rangka mendukung aktifitas masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat harus bisa 
menjadi suatu tanggung jawab penuh para RT yang merupakan bagian dari fungsi 
pelayanan pemerintah daerah. RT harus mampu melayani segala bentuk urusan 
administrasi masyarakat terutama dalam mengurus data-data kependudukan sesuai 
peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
Dalam hal ini Rukun Tetangga Memiliki peranan dalam pembangunan 
menurut peraturan daerah kota makassar nomor 41 tahun 2001 yaitu : 
a. Pengkoordinasian antar warga; 
b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat 
dalam pemerintah; 
                                                          
9
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 
2008), h. 1173. 
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c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.10 
  
C. Teori Tugas dan Fungsi RT 
Tugas pokok dan fungsi merupakan kerangka acuan yang dilaksanakan 
pemerintah, khususnya Pemerintah Kota, dimana penetapan tugas pokok dan fungsi 
berdasarkan keputusan Walikota. Tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam 
keputusan Walikota diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Ketua RT.
11
 
Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan tugas serta fungsi RT 
dalam hal pembangunan, maka dibentuk pasal yang mengatur tentang tugas dan 
fungsi RT sebagaimana tertera di peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 
pasal 14 dan 15. Pasal 14 berisi tentang tugas membantu pemerintah desa atau lurah 
dalam hal penyelenggaran urusan pemerintahan. Dalam menjalankan tugas sebagai 
penyelenggara pemerintahan, pejabat RT mempunyai fungsi sebagaimana yang 
tertera di pasal 15 yaitu : 
1. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;  
2. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; 
3. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan 
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan  
4. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.  
                                                          
10
 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,  Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 41 
tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Daerah Kota 
Makassar (Makassar: Bappenas, 2001), h. 4. 
11
 Yanuardi, “Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) kelurahan 
Delima Pekanbaru”,  Jom Fisip 2 (Oktober 2015): h. 3. 
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D. Teori Kemampuan Komunikasi antar Personal 
1. Pengertian Komunikasi 
Onong Uchyana mengatakan komunikasi sebagai proses komunikasi pada 
hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran, atau perasaan oleh seseorang 
(komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran bisa merupakan gagasan, 
informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa 
keyakinan, kepastian, keraguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan, 
dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati.
12
 
Joseph A. Devito (2011) mengatakan setidaknya ada empat tujuan seseorang 
dalam berkomunikasi yakni menemukan, berhubungan, meyakinkan, dan bermain. 
Saya akan menambahi dua tujuan komunikasi yang juga selama ini umum melekat 
pada diri manusia yakni membentuk citra diri dan mempersuasi.
13
 
Jadi, lingkup komunikasi menyangkut persoalan-persoalan yang ada kaitannya 
dengan substansi interaksi sosial orang-orang dalam masyarakat; termasuk kontek 
interaksi (komunikasi) yang dilakukan secara langsung maupun dengan 
menggunakan media komunikasi. 
Komunikasi di dalam masyarakat dibagi dalam 5 jenis: 
a. Komunikasi individu dengan individu (komunikasi antar pribadi) 
                                                          
12
 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Tekonologi 
Komunikasi di Masyarakat (Cet. I; Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2006), h. 31. 
13
 Nurudin, Ilmu Komunikasi: Ilmiah dan Populer (Cet 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 
154. 
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b. Komunikasi kelompok 
c. Komunikasi organisasi 
d. Komunikasi sosial 
e. Komunikasi massa 
Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antar-perorangan dan bersifat 
pribadi baik yang terjadi secara langsung (tanpa medium) ataupun tidak langsung 
(melaui medium). Contohnya kegiatan percakapan tatap muka, percakapan melalui 
telepon, surat-menyurat pribadi. Fokus pengamatannya adalah bentuk-bentuk dan 
sifat-sifat hubungan (relationship), percakapan (discourse), interaksi dan karakteristik 
komunikator. 
Komunikasi kelompok, memfokuskan pembahasannya kepada interaksi di 
antara orang-orang dalam kelompok-kelompok kecil. Komunikasi kelompok juga 
melibatkan komunikasi antarpribadi. Bahasan teoretis meliputi dinamika kelompok, 
efisiensi dan efektivitas penyampaian informasi dalam kelompok, pola dan bentuk 
interaksi, serta pembuatan keputusan. 
Komunikasi organisasi menunjuk pada pola dan bentuk komunikasi yang 
terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi. Komunikasi organisasi melibatkan 
bentuk-bentuk komunikasi antarpribadi dan komunikasi kelompok. Pembahasannya 
meliputi struktur dan fungsi organisasi, hubungan anta rmanusia, komunikasi dan 
proses pengorganisasian, serta kebudayaan organisasi. 
Komunikasi sosial adalah salah ssatu bentuk komunikasi yang lebih intensif, 
di mana komunikasi terjadi secara langsung antar komunikator dan komunikan, 
21 
 
sehingga situasi komunikasi berlangsung dua arah dan lebih diarahkan kepada 
pencapaian suatu situasi integrasi sosial, melalui kegiatan ini terjadilah aktualisasi 
dari berbagai masalah yang dibahas. 
Komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung pada tingkat 
masyarakat luas. Pada tingkat ini komunikasi dilakukan dengan menggunakan media 
massa.
14
 
2. Proses Terjadinya Komunikasi 
Komunikasi berawal dari adanya pesan atau informasi yang ingin 
disampaikan dari pengirim kepada penerima. Pesan tersebut kemudian akan 
mengalami proses encoding, dimana pesan tersebut mengalami transformasi dalm 
bentuk simbol yang menjadi representasi pengirim pesan. Misalnya ungkapan 
persetujuan direpesentasikan dengan anggukan kepala atau bentuk kalimat “Ya”. 
Dapat pula juga menggunakan mediator, menggunakan media elektronik ataupun 
perantara orang lain. 
Setelah diterima, pesan akan mengalami proses decoding, dimana pesan akan 
ditransformasi maknanya agar dapat dimengerti penerima pesan. Lalu penerima akan 
memberikan respons balasan dengan melakukan pengiriman pesan kembali sehingga 
posisinya saling berganti, penerima pesan menjadi pengirim pesan dan pengirim 
pesan menjadi penerima pesan dan begitu seterusnya.
15
 
                                                          
14
 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi 
Komunikasi di Masyarakat (Cet. I; Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2006), h. 33. 
15
 Daryanto dan Abdullah, Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi (Jakarta: PT Prestasi 
Pustakarya, 2013), h. 94-95. 
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3. Kemampuan Berkomunikasi 
Kemampuan berkomunikasi yaitu kemampuan dari ketua Rukun Tetangga 
dalam berkomunikasi/berbicara kepada warganya agar warganya dapat 
mendengarkan apa yang menjadi keinginannya. Ketua RT dapat memberikan 
motivasi dan dorongan bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan 
menjaga kerukuran umat beragama. Adapun bentuk penyampaian ketua RT tersebut 
adalah dengan cara berdialog dengan warga setempat dengan memakai pendekatan 
tidak langsung. 
Berkomunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap 
orang. Komunikasi banyak bentuknya, salah satu diantaranya adalah dengan 
komunikasi verbal. Pada kenyataannya komunikasi verbal lebih sering digunakan dari 
pada komunikasi non verbal. Komunikasi verbal merupakan karakteristik khusus dari 
manusia. Sebab tidak ada makhluk yang bisa bermacam-macam arti melalui kata-
kata. Kata-kata dapat digunakan individu untuk menyatakan ide yang beragam serta 
komrehensip dan tepat. Kata-kata memungkinkan menyatakan perasaan yang dapat di 
baca orang lain untuk waktu yang lama. 
Komunikasi verbal dibedakan menjadi dua macam : 
a. Komunikasi lisan yang merupakan sebagai suatu proses dimana seorang 
pembicara berinteraksi secara lisan dengan pendengar untuk mempengaruhi 
tingkah laku penerima. 
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b. Komunikasi tulisan merupakan suatu proses di mana seseorang menyampaikan 
pesan dalam bentuk yang dituliskan pada kertas atau pada tempat yang bisa di 
baca.
16
 
4. Komunikasi antarpersonal 
Pribadi adalah individu yang berbeda satu dengan lainnya, perbedaan tersebut 
menyebabkan orang mengenal individu secara khas dan membedakannya dengan 
individu lainnya. Kualitas individu menentukan kekhasannya dalam hubungannya 
dengan individu lain, dan kekhasan tersebut akan menentukan kualitas 
komunikasinya.
17
 
komunikasi antarpersonal adalah pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan 
diterima oleh orang lain dengan efek dan umpan balik yang langsung. Jenis komunikasi 
tersebut dianggap paling efektif dalam upaya membentuk sikap, pendapat atau perilaku 
seseorang berhubung sifatnya yang dialogis. Perilaku dialogis tersebut ditunjukkan 
melalui komunikasi lisan dalam percakapan yang menampilkan arus balik yang langsung. 
Jadi komunikator mengetahui tanggapan komunikan pada saat itu juga, dan komunikator 
mengetahui dengan pasti apakah pesan yang dikirimkan itu diterima atau ditolak, 
berdampak positif atau negatif.  
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi 
antarpersonal adalah pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan dengan efek dan 
                                                          
16
 Merwy Rande Layuk, ,”Kepemimpinan Ketua RT”, Jurnal Ilmu Pemerintahan 1, no. 1 
(2001): h. 171. 
17
 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi 
Komunikasi di Masyarakat (Cet. I; Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2006), h. 264. 
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umpan balik langsung untuk mengetahui apakah pesan yang dikirimkan itu berdampak 
positif atau negatif. Dialog adalah bentuk komunikasi antarpribadi yang menunjukkan 
adanya interaksi. Mereka yang terlibat komunikasi bentuk ini berfungsi ganda, masing-
masing menjadi pembicara dan pendengar secara bergantian. Dalam proses komunikasi 
dialogis nampak adanya upaya dari para pelaku komunikasi untuk terjadinya pengertian 
bersama (mutual understanding) dan empati.18 
a. Pendekatan Langsung  
Pendekatan merupakan suatu proses, dimana sebuah pendekatan adalah 
keakraban satu dengan yang lain dan mencapai suatu tujuan yang di ingin kan. Proses 
itu secara keseluruhan berlangsung sebagai sistem yang didalamnya terdapat 
beberapa unsur atau elemen yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan.  
Dengan adanya pendekatan yang meliputi perencanaan pada dasarnya 
merupakan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang. Dalam 
perkiraan ini perlu dirumuskan tujuannya secara khusus dalam arti terperinci dan 
operasional, agar dapat diukur tingkat pencapaiannya setelah kegiatan dilaksanakan.  
Berkenaan dengan perkiraan waktu ini perlu juga diperhitungkan lamanya 
waktu yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan untuk setiap masyarakat.  
b. Pendekatan Tidak Langsung  
Pendekatan tidak langsung yang dilakukan oleh Ketua RT dalam hal ini 
adalah pendekatan yang dilaksanakan secara tidak langsung mengadakan pemantauan 
                                                          
18
 Merwy Rande Layuk,”Kepemimpinan Ketua RT”, Jurnal Ilmu Pemerintahan 1, no. 1 
(2001): h. 169. 
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melalui laporan warga untuk melihat dan menilai sejauhmana kegiatan masyarakat 
Marang Kayu dijalankan dan jika terdapat kekurangan akan dijadikan sebagai bahan 
pembelajaran guna lebih baik lagi dimasa yang akan datang.
19
 
 
E. Dalil tentang Kepemimpinan dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Kepemimpinan 
Apabila berkumpul tiga orang atau lebih kemudian salah seorang di antara 
mereka “mengajak” teman-temannya untuk melakukan sesuatu [Apakah: nonton 
sinetron, film, bermain sepak bola, dan lain-lain]. Pada pengertian yang sederhana 
orang tersebut telah melakukan “kegiatan memimpin”, karena ada unsur “mengajak” 
dan mengoordinasi, ada teman dan ada kegiatan dan sasarannya. Tetapi, dalam 
merumuskan batasan atau definisi kepemimpinan ternyata bukan merupakan hal yang 
mudah dan banyak definisi yang dikemukakan para ahli tentang kepemimpinan yang 
tentu saja menurut sudut pandangnya masing-masing. 
Kepemimpinan adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk 
memengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang 
dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi, sehingga dalam suatu 
organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan 
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. 
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 Merwy Rande Layuk,”Kepemimpinan Ketua RT”, Jurnal Ilmu Pemerintahan 1, no. 1 
(2001): h. 169-170. 
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Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan 
yang akan dilaksanakan dalam organisasi.
20
 
Kepemimpinan (leadership) adalah proses dalam mengarahkan dan 
mempengaruhi para anggota dalam melakukan berbagai aktivitas di suatu organisasi. 
Proses disini, bagaimana pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas 
tujuan organisasi pada bawahannya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan 
organisasi dan membantu menciptakan suasana kerja agar para karyawan bisa 
produktif dalam bekerja. Kepemimpinan merupakan hal yang penting untuk dimiliki 
seorang pemimpin, kemampuan untuk dapat mempengaruhi orang lain tanpa 
menggunakan kekuatan, sehingga orang yang dipimpinnya menerima sebagai sosok 
yang layak untuk memimpin.
21
 
Dalam Islam, kepemimpinan sering dikenal dengan perkataan khalifah yang 
bermakna “wakil”, simak firman Allah Swt. 
Dalam QS al-Baqarah/2: 30 : 
                           
                              
    
Terjemahan : 
                                                          
20
 Veithzal Rivai, dkk, pemimpin dan kepemimpinan dalam organisasi (Jakarta: Rajagrafindo 
Persada), h. 2-3. 
21
 Daryanto dan Abdullah, Pengantar Ilmu manajemen dan Komunikasi (Jakarta: PT Prestasi 
Pustakarya, 2013), h. 92. 
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Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : "Sesungguhnya 
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata : 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 
berfirman : "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
22
 
 
Sebagaimana dikemukakan diatas. Mustafa al-Maraghi, mengatakan khalifah 
adalah wakil Tuhan di muka bumi (khalifah fil ardli). Rasyid Ridla al-Manar, 
menyatakan khalifah adalah sosok manusia yang dibekali kelebihan akal, pikiran dan 
pengetahuan untuk mengatur. Istilah atau perkataan khalifah ini, mulai populer 
digunakan setelah Rasulullah Saw. Wafat. Dalam istilah yang lain, kepemimpinan 
juga terkandung dalam pengertian “Imam”, yang berarti pemuka agama dan 
pemimpin spiritual yang diteladani dan dilaksanakan fatwanya. Ada juga istilah 
“amir”, pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur 
masyarakat. Dikenal pula istilah “ulil amir” (jamaknya umara) yang disebutkan dalam 
firman Allah Swt. 
Dalam QS An-Nisaa‟/4: 59 : 
                             
                              
       
Terjemahan : 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 
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 Kementerian Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya (Jakarta: Syamil Quran, 2010), 
h. 6. 
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kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
23
 
Yang bermakna penguasa, pemerintah, ulama, cendekiawan, pemimpin atau 
tokoh masyarakat yang menjadi tumpuan umat. Dikenal pula istilah wali yang 
sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt.
24
 
Dalam QS Al-Maaidah/5: 55 : 
                       
      
 
Terjemahan : 
Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang 
yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka 
tunduk (kepada Allah).
25
 
 
setelah menegaskan larangan mengangkat non-muslim sebagai auliya‟ kini, 
melalui ayat diatas, dijelaskan siapa yang seharusnya dijadikan wali bagi orang-orang 
beriman. Penjelasan ini dikukuhkan dengan kata: Sesungguhnya wali kamu tidak lain 
hanya Allah karena hanya Dia yang dapat menolong dan membela selain-Nya tidak 
akan mampu jika bukan atas izin-Nya. setelah menyebut Wali yang pokok, ayat ini 
menyebutkan siapa yang dijadikan teladan dalam hal tersebut yaitu Rasul-Nya, dan 
sesudah beliau adalah orang-orang yang beriman, yang terbukti ketulusan iman 
mereka, yaitu mereka yang mendirikan shalat  pada waktunya secara benar dan 
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 As-Suyuthi, Ad-Durr al-Mantsûr, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 314. 
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 Kementerian Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya (Jakarta: Syamil Quran, 2010), 
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bersinambung dan menunaikan zakat dengan tulus lagi sempurna seraya mereka 
rukuk yakni tunduk kepada Allah, melaksanakan tuntutan-tuntutan-Nya, atau 
menunaikan zakat/sedekah sedang mereka dalam keadaan butuh. 
Mereka itulah yang harus dijadikan auliya‟ oleh orang-orang yang beriman. 
Dan barangsiapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orsng yang beriman 
sebagai wali maka sesungguhnya mereka itulah pemenang dalam perjuangan dan 
segala usaha mereka karena kelompok pengikut agama Allah itulah yang akan 
menjadi pemenang-pemenang.
26
 
Istilah Khalifah dan “amir” dalam konteks bahasa Indonesia disebut 
pemimpin yang selalu berkonotasi pemimpin formal. Apabila, kita merujuk dan 
mencermati firman Allah Swt. Dalam surah Al-Baqarah (2:30), sebagaimana 
dikemukakan diatas, dalam pengertian ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 
Islam secara mutlak bersumber dari Allah Swt. yang telah menjadikan manusia 
sebagai khalifah fil ardli. Maka dalam kaitan ini, dimensi kontrol tidak terbatas pada 
interaksi antara yang memimpin (umara) dengan yang dipimpin (umat), tetapi baik 
pemimpin maupun rakyat (umat) yang dipimpin harus sama-sama 
mempertanggungjawabkan amanah yang diembannya sebagai seorang khalifah Allah, 
secara komprohensif.
27
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2. Indikator Kepemimpinan dalam Islam 
a. Bertanggung jawab 
Berbicara masalah „pemimpin‟ berarti pula berbicara masalah tanggung 
jawab, tugas, dan kewajiban pemimpin. Dalam Al-Quran kata mengenai pemimpin 
ini memakai berbagai istilah, kadang memakai „Imam‟, kadang memakai kata wali, 
kadang memakai qowamun dan lainnya. Secara prinsip, setiap manusia yang lahir ke 
dunia ini adalah pemimpin. Yaitu memimpin dirinya sendiri agar selalu berbuat amal 
saleh, berjalan di jalan Allah, berbuat yang menguntungkan bagi dirinya dan orang 
lain di sekelilingnya. 
b. Memiliki integritas tinggi 
Integritas adalah kewibawaan, integritas sebagai kebutuhan hidup setiap 
individu. “Sesungguhnya  integritas itu adalah keseluruhan pembawaan diri seseorang 
dari segi pribadi, tutur kata, dan sopan santun”.  Integritas berasal dari Bahasa Inggris 
yang maknanya berpegang teguh kepada prinsip kejujuran serta mempunyai prinsip 
moral yang tinggi‟. Berdasarkan kepada uraian diatas nyatalah bahwa sasaran 
integritas ini ialah manusia itu sendiri dan bukannya makhluk lain. Dan aspek 
integritas merupakan sebagian dari akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. 
c. Takwa 
Yang dimaksud dengan takwa adalah “melaksanakan segala suruhan Allah dan 
menjauhi segala larangan-Nya”. suruhan dan larangan Allah terdapat di dalam Al-
Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. dan juga dalam sumber hukum Islam yang lain 
yang diterima dan diiktiraf. Antara perkara asas yang mesti dilakukan ialah beriman 
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kepada enam Rukun Iman bermala dengan lima Rukun Islam dan berakhlak yang 
mulia. Manakala perkara yang mesti dijauhi antaranya ialah mensyirikkan Allah, 
meninggalkan shalat lima waktu, melakukan zina, mendurhakai ibu bapak, 
melakukan korupsi dan mengkhianati amanah. 
d. Keteladanan 
Manusia sering mencari teladan untuk diikuti dalam membentuk diri mempunyai 
integriti. Namun, kita selalu gagal karena tokoh yang kita ambil itu ternyata banyak 
kelemahannya. Sebagai orang Islam kita sepatutnya tidak gagal sekiranya tokoh yang 
kita pilih itu berdasarkan panduan Allah sendiri. Adapun tokoh yang ditunjukkan oleh 
Allah tidak lain melainkan hanyalah Junjungan Besar Nabi Muhammad Saw. Allah 
berfirman : “Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah Saw. itu contoh ikutan 
yang baik”.28 
 
F. Maksud dan Tujuan Pembangunan dalam Otonomi Daerah 
1. Konsep Awal dan Pengertian Pembangunan 
Pada mulanya istilah ini dipopulerkan oleh (dan di kalangan) sarjana dan para 
pembuat kebijakan di Amerika Serikat, kemudian segera diperkenalkan ke Eropa dan 
negara-negara berkembang di seluruh dunia. Kemudian istilah pembangunan menjadi 
suatu isu utama di organisasi-organisasi internasional meskipun belum ada suatu 
rumusan yang dipahami secara universal. 
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Veithzal Rivai, dkk, pemimpin dan kepemimpinan dalam organisasi (Jakarta: Rajagrafindo 
Persada), h. 232-234. 
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Bahkan menurut Mowlana, pembangunan sebagai suatu konsep telah 
diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun (1332-1406), seorang pemikir sosial Islam, dalam 
karyanya Muqaddimab (suatu perkenalan ke Sejarah Prolegoma). 
a. Tujuan umum pembangunan 
Proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia. Komponen-
komponen dari yang terbaik yang mungkin, atau masyarakat ideal terbaik yang dapat 
dibayangkan. 
b. Tujuan khusus pembangunan 
Tujuan jangka pendek, biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian 
sasaran dari suatu program tertentu. 
c. Target pembangunan 
Tujuan-tujuan yang dirumuskan secara konkret, dipertimbangkan rasional dan 
dapat direalisasikan sebatas teknologi dan sumber-sumber yang tersedia, yang 
ditegakkan sebagai aspirasi antara suatu situasi yang ada dengan tujuan akhir 
pembangunan.
29
 
2. Pembangunan Kesejahteraan Sosial 
pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu aktivitas biasanya disebut 
sebagai usaha kesejahteraan sosial (UKS). Dalam skala dan perspektif makro, UKS 
ini pada intinya menunjuk pada apa yang di Tanah Air dikenal dengan nama 
pembangunan kesejahteraan sosial (PKS). Perlu dijelaskan disini bahwa konsep 
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Zulkarimen Nasution, Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya, 
edisi revisi (n.p.: PT RajaGrafindo Persada,2007), h. 28-29. 
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mengenai pembangunan kesejahteraan sosial merupakan istilah khas di Indonesia. Di 
negara-negara lain, seperti di AS, Selandia Baru, Inggris, atau Australia, konsep 
mengenai social welfare development kurang dikenal. Dalam benak publik di negara-
negara tersebut, istilah welfare (kesejahteraan) sudah mencakup makna UKS dan 
PKS. 
Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan 
melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial 
untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta 
memperkuat  institusi-institusi sosial.
30
 Tujuan PKS adalah untuk meningkatkan 
kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup: 
a. Peningkatan standar hidup, melalui seprangkat pelayanan sosial dan jaminan 
sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat 
yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial. 
b. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, 
sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan. 
c. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan 
kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan. 
Ciri umum PKS adalah komprehensif dalam arti setiap pelayanan sosial yang 
diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan (beneficiaries) sebagai 
manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas, yang tidak terlepas dari 
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 Edi Suharto, Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran 
(Cet. I; Bandung, PT Refika Aditama, 1997), h. 23. 
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sistem lingkungan sosiokulturalnya. Sasaran pembangunan PKS adalah seluruh 
masyarakat dari berbagai golongan dari kelas sosial. Namun, prioritas utama PKS 
adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantage groups), 
khususnya terkait dengan masalah kemiskinan.
31
 
 
3. Konsep Pelaksanaan Otonomi Daerah 
Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah, adalah upaya memaksimalkan 
hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang 
menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat 
dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan 
kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan 
fiskal secara nasional.
32
 
Bentuk pemerintahan daerah murni adalah tugas pemerintahan daerah dalam 
rangka otonomi. Sesuai dengan sistim konstitusionil dan pemerintahan masing-
masing negara, maka terdapat negara-negara federal dengan negara-negara bagian, 
atau negara-negara kesatuan dengan pemerintahan otonomi daerah. Alasan untuk hal 
ini adalah antara lain untuk demokratisasi pemerintahan.
33
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Dalam Sidang MPR tahun 1998, kebijakan desentralisasi itu dituangkan 
dengan jelas dalam Ketetapan MPR No. XV / MPR / 1998. Ketetapan MPR ini berisi 
delapan pasal, yakni sebagai berikut : 
a. Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, 
nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan 
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasioanl yang berkeadilan 
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 
b. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi 
dan memperhatikan keanekaragaman daerah. 
c. 1) Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasioanl antara pusat 
dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan 
bangsa secara keseluruhan. 2) Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara 
efektif dan efisien, bertanggung jawab, transparan, terbuka dan dilaksanakan 
dengan memberikan kesempatan yang luas kepada usaha kecil, menengah dan 
koperasi. 
d. Perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan 
potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat 
pendapatan masyarakat di daerah. 
e. Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggung 
jawab memelihara kelestarian lingkungan. 
f. Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan 
sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan pusat dan 
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daerah dalam kerangka mempertahankan dan memperkokoh Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan dan 
berkesinambungan, yang diperkuat dengan pengawasan Dewan Perwakilan 
Rakyat dan masyarakat. 
g. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan 
Undang-Undang. Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Untuk melaksanakan Ketetapan MPR ini, atas inisiatif Pemerintah telah 
disahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam lampiran ketetapan itu ditegaskan bahwa 
rekomendasi tersebut ditujukan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
agar ditindaklanjuti sesuai dengan butir-butir rekomendasi di bawah ini : 
a. UU tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya, sesuai 
dengan amanat Ketetapan MPR No. IV / MPR / 1999 tentang GBHN tahun 
1999-2004, agar dikeluarkan selambatlambatnya 1 Mei tahun 2001 dengan 
memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan. 
b. Pelaksanaan otonomi daerah bagi daerahdaerah lain sesuai dengan UU No. 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan sesuai 
jadwal yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
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1)  Keseluruhan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari kedua Undang-
Undang tersebut agar diterbitkan selambatlambatnya akhir Desember tahun 
2000. 
2) Daerah yang sanggup melaksanakan otonomi daerah secara penuh dapat 
segera memulai pelaksanaannya terhitung 1 Januari 2001 yang tercermin 
dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah. 
3)  Daerah yang belum mempunyai kesanggupan melaksanakan otonomi daerah 
secara penuh dapat memulai pelaksanaannya secara bertahap sesuai dengan 
kemampuan yang dimilikinya. 
4) Apabila keseluruhan Peraturan Pemerintah belum diterbitkan sampai dengan 
akhir Desember 2000, maka daerah yang mempunyai kesanggupan penuh 
untuk menyelenggarakan otonomi diberikan kesempatan untuk menerbitkan 
Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaannya. Jika, Peraturan Pemerintah 
telah diterbitkan, maka Peraturan Daerah yang terkait harus disesuaikan 
dengan Peraturan Pemerintah yang dimaksud. 
c. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, masing-masing daerah 
menyusun rencana induk pelaksanaan otonomi daerahnya dengan 
mempertimbangkan antara lain tahap-tahap pelaksanaan, keterbatasan 
kelembagaan, kapasitas dan prasarana, serta sistem manajemen anggaran dan 
manajemen publik. 
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d. Bagi daerah yang terbatas sumber daya alamnya, perimbangan keuangan 
dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan untuk mendapatkan bagian dari 
keuntungan Badan Usaha Milik Negara yang ada di daerah yang bersangkutan 
dan bagian dari pajak penghasilan perusahaan yang beroperasi. 
e. Bagi daerah yang kaya sumber daya alamnya, pertambangan keuangan pusat dan 
daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kewajaran. Terhadap 
daerahdaerah yang memiliki sumber daya manusia terdidiknya terbatas perlu 
mendapatkan perhatian khusus. 
f. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah agar dibentuk tim koordinasi 
antar instansi pada masing-masing daerah untuk menyelesaikan permasalahan 
yang ada, memfungsikan lembaga pemerintahan maupun nonpemerintahan guna 
penyelenggaraan otonomi dengan program yang jelas. 
g. Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan 
pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang 
bersifat mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Revisi dimaksud 
dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap Pasal 18 UUD 1945, termasuk 
pemberian otonomi bertingkat terhadap provinsi, kabupaten/ kota, desa / nagari / 
marga, dan sebagainya.
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4. Kebijakan dan Strategi Otonomi Daerah 
                                                          
34
 Ika Dina Amin, “Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia: 
Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa 3, no. 1 
(2013): h. 40-42. 
39 
 
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 
tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah 
mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan 
masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan 
pertanggungjawaban kepada masyarakat. 
Untuk mendukung penyelenggaraan otonom daerah diperlukan kewenangan 
yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan 
berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta adanya 
perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.
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Percepatan pembangunan diarahkan pada pengembangan kegiatan-kegiatan 
sektor riil dan sektor ekonomi unggulan dengan mengacu pada satuan wilayah 
pengembangan. Pembangunan berbasis wilayah ini diharapkan tidak saja akan 
mampu mengurangi kesenjangan di antara wilayah, lebih dari itu pembangunan 
berbasis klaster ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru yang pada 
gilirannya dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pemerataan pembangunan di tiap 
klaster akan diupayakan dengan memperhatikan secara cermat karakteristik masing-
masing satuan wilayah pengembangan. Adapun sektor-sektor seperti perikanan dan 
kelautan, pariwisata dan pertanian menjadi sektor-sektor unggulan. Pada tahap ini, 
fokus utama implementasi kebijakan daerah diarahkan pada pengembangan program 
kegiatan di sektor riil dan sektor ekonomi unggulan.  
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Program-program kegiatan ditujukan untuk menciptakan kondisi ekonomi 
yang kondusif dan kompetitif dan mampu menari investasi baru dari sektor swasta 
dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi penduduk miskin 
serta jumlah pengangguran. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam bentuk e-commerce, penguatan kelembagaan dan adopsi standar 
mutu bertaraf internasional dalam rangka perbaikan kualitas produk andalan seperti 
pertanian, perikanan dan lain sebagainya akan diterapkan guna menunjang percepatan 
pembangunan perekonomian daerah. Selain itu, percepatan pembangunan juga perlu 
didukungan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehubungan dengan hal ini, 
pendirian perguruan tinggi yang akan mendukung pengembangan berbagai sektor 
andalan merupakan syarat mutlak. Selanjutnya, percepatan pembangunan takkan 
tercapai tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, 
pengembangan berbagai sarana dan prasarana merupakan salah satu kebutuhan 
mendesak termasuk dalam pembangunan jangka menengah. Melalui tiga pendekatan 
utama pembangunan daerah yang dilakukan secara simultan dan didukung dengan 
komitmen pembiayaan serta konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan diharapkan sejumlah masalah jangka pendek dan menengah yang sedang 
dihadapi daerah dapat dipecahkan. Sudah tentu, konsistensi dan komitmen 
pemerintah daerah untuk mewujudkan seluruh program dan kegiatan yang telah 
ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sangat dibutuhkan.  
Adapun sejumlah aspek penting pendekatan-pendekatan pembangunan 
tersebut di atas berlandaskan pada prinsip berikut:  
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1) Berorientasi pada masyarakat 
Masyarakat didaerah adalah pelaku sekaligus pihak yang mendapatkan 
manfaat dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga program 
pembangunan diarahkan untuk kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 
praktis dan strategis masyarakat yang hasil dan dampaknya dapat dirasakan langsung 
oleh masyarakat;  
 
2) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  
Proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan 
melibatkan masyarakat. Sehingga aspirasi, kebutuhan daerah dan masyarakat 
terakomodir dan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara langsung serta dapat 
memberdayakan masarakat;  
3) Sesuai dengan Adat dan Budaya masyarakat 
Pengembangan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan adat, budaya 
dan norma-norma yang terpelihara dan berkembang dalam masyarakat sebagai 
sebuah kerifan lokal yang memperkaya kasanah budaya bangsa dalam kerangka 
orientasi lokal, nasional, regional, dan global;  
4) Berwawasan Lingkungan 
Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya daerah harus berwawasan 
lingkungan dan berkelanjutan. Prinsip ini mempertimbangkan dampak kegiatan 
terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat didaerah dalam 
jangka pendek, menengah dan panjang;  
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5) Tidak diskriminatif 
Pelaksanan pembangunan tersebar keseluruh wilayah kecamatan, kampung/kelurahan 
sesuai pengembangan 6 klaster wilayah kepulaun serta tidak diskriminatif sara. 
Sehingga tidak akan bias pada kepentingan tertentu.  
 
 
 
6) Kemitraan 
Pelaksanaan pembangunan berdasarkan prinsip kemitraan antara masyarakat, 
swasta dan pemerintah.  
7) Berbasis Pemerintahan yang bersih 
Penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada clean governments dan good 
governance;  
8) Anggaran berbasis kinerja 
Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan sistim anggaran berbasis 
kinerja. 
Strategi penting yang akan mendukung program pembangunan jangka 
menengah di adalah pendekatan pembenahan yang akan diarahkan pada sejumlah 
aspek penting dan strategis bagi pembangunan daerah yaitu adanya pembenahan. 
Pembenahan dibutuhkan untuk reformasi di bidang pemerintahan. Pada tahapan ini, 
pembenahan akan diarahkan pada reformasi institusional, mekanisme dan kinerja 
pelayanan dari berbagai institusi publik berdasarkan prinsip good governance dan 
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clean government sehingga semua institusi ini dapat berperan optimal dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek lain yang akan dibenahi antara lain, 
regulasi–regulasi daerah yang dinilai tidak relevan dengan penyelenggaraan otonomi 
daerah akan disesuaikan dan pada saat bersamaan regulasi baru yang akan 
mendukung percepatan pembangunan daerah akan disusun. Selain itu, pembenahan 
terkait dengan struktur pemerintahan dan kondisi wilayah sehubungan dengan 
pemekaran-pemekaran wilayah baru seperti kabupaten, kota bahkan propinsi perlu 
dilakukan. Selanjutnya, sudah saatnya pemerintah daerah menerapkan prinsip miskin 
struktur kaya fungsi, rekruitmen PNS dan promosi pejabat berdasarkan kompetensi 
dan track record. Terakhir, pembentukan institusi yang akan menangani masalah 
terkait dengan bencana alam seperti sistem peringatan dini, evakuasi bencana dan lain 
sebagainya perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah.
36
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
36
 Samugyo Ibnu Redjo,”Strategi dan Aksi Percepatan Pembangunan Daerah”, FISIP 8, no. 1 (2010): 
h. 86-88. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
Kualitatif. Selain itu, juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek 
yang menjadi pokok permasalahan. Adapun lokasi penelitian adalah Kelurahan 
Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. 
  
B. Pendekatan Penelitian 
Jenis pendekatan yang digunakan adalah sosiologis dan yuridis normatif, 
pendekatan sosiologis yaitu suatu penelitian yang dirancang untuk menambah 
khazanah ilmu pengetahuan soasial terhadap gejala sosial yang ada di masyarakat. 
yuridis normatif (hukum positif) yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai 
analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan yuridis 
empiris yaitu pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan 
menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data lapangan melalui field research. 
Penelitian ini menekankan segi-segi yuridis, dengan melihat pada peraturan 
perundang-undangan dan penetapannya. 
C. Sumber Data  
Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sekunder. 
1. Data primer  
Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian 
di lapangan yang dilakukan di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota 
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Makassar dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke 
lapangan dengan mengadakan wawancara  pada informan penelitian untuk 
memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai fungsi dan peran Pejabat RT pada 
Kelurahan dalam Pembangunan di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, 
Kota Makassar 
2. Data sekunder 
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian 
kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau 
data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan 
primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder 
dikumpulkan melalui Library research dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan 
perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul 
skripsi ini. Metode ini menggunakan dua kutipan sebagai berikut: 
a. Kutipan Langsung  
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung 
sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya. 
b. Kutipan Tidak Langsung  
Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan ke 
dalam susunan redaksi yang baru, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya, 
mengutip pendapat orang lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari pendapat 
tersebut tetap sama. 
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D. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya orang, akan tetapi 
objek dan benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 
objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki 
oleh subjek atau objek itu.
1
 
Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. 
Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi. 
Pengambilan sampel yang tidak sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu 
populasi akan menyebabkan suatu penelitian menjadi bias, tidak dapat dipercaya, dan 
kesimpulannya pun bisa keliru. Hal ini karena tidak dapat mewakili populasi.
2
 
Tabel 3.1 
Populasi Penelitian 
No. Jabatan Jumlah 
1. Rukun Warga (RW) 10 
2. Rukun Tetangga (RT) 43 
Jumlah Populasi 53 
Sumber : Kantor Kelurahan Karunrung, Kecamataan Rappocini Kota Makassar, 6 Februari 2017. 
                                                          
1
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2013),  h. 117. 
2
 Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hal. 33. 
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Berdasarkan pengertian sampel diatas, maka yang digunakan sampel dalam 
penelitian ini adalah Simple Random Sampling yang dimana  teknik penentuan 
sampel dilakukan secara acak sehingga satuan elemen dari populasi mempunyai 
kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.  
E. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Wawancara 
Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang 
dilakukan dengan bertatapan langsung dengan responden, sama seperti penggunaan 
daftar pertanyaan.
3
 Oleh karena itu peneliti menggunakan metode ini karena dianggap 
lebih efektif dalam memperoleh data. 
2. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya 
yang momental yang bersangkutan dengan penelitian ini. 
3. Observasi  
 Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-
gejala yang diteliti.
4
 Penggunaan metode observasi dalam penelitian di atas 
mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan 
secara langsung dengan mengamati objek.Penulis menggunakan teknik ini untuk 
                                                          
3
 Moehar Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi (Jakarta: PT.Bumi Askara, 2002), h. 143. 
4
 Husaini Usman Poernomo, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 
54. 
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mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi 
ini penulis akan menggunakannya dengan maksud untuk mendapatkan data yang 
efektif mengenai pelaksanaan Peran dan tugas pejabat RT pada Kelurahan dalam 
pembangunan di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar 
(perspektif Hukum Islam). 
 
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri.Oleh karena itu peneliti 
sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap 
melakukan peneliti yang selanjutnya terjung kelapangan. Adapun alat-alat yang harus 
disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut: 
1. Pedoman wawancara  
Pedoman Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang 
berupa daftar pertanyaan. 
2. Buku catatan dan pulpen 
Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan 
menulis semua percakapan dengan sumber data. 
3. Kamera  
Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan. 
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengelolahan Data 
Pengelolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan 
data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode 
pengolahan data dalam penelitian ini adalah: 
a. Identifikasi data, yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur yang kemudian 
memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas. 
b. Coding data, penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian 
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada 
permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut. 
2. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah 
yang berdasarkan data yang diperoleh.Analisis data yang digunakan adalah analisis 
data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang 
dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 
apayang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 
kembali. 
 
H. Pengujian Keabsahan Data 
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. Suatu  
penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh 
kesimpulan yang objektif. Maksudnya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi 
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standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data 
penelitiannya. 
Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil 
penelitian, dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang 
cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi. 
Teknik triangulasi dalam penelitian merupakan teknik pemeriksaan keabsahan 
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang 
paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.
5
 Tetapi 
triangulasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data 
penelitian. 
 
                                                          
5
 Lexy J.Moleon, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 
h. 178. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian 
Pada bab ini, akan dibahas mengenai bagaimana fungsi dan peran pejabat RT 
di kelurahan dalam pembangunan di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini. 
Oleh karena itu perlu bagi kita untuk mengetahui tentang bagaimana peran aktif 
pejabat RT dalam membangun dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
berkualitas. Namun pertama-tama yang harus kita ketahui adalah bagaimana 
gambaran umum serta pelayanan publik yang ada di Kelurahan Karunrung. 
1. Deskripsi Lokasi Kelurahan Karunrung 
Gambar 4.1 
Peta Kelurahan Karunrung 
 
Sumber: https://www.google.co.id/maps/@-5.1801022,119.4326862,14z. 
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Kelurahan karunrung merupakan salah satu kelurahan yang berada dibawah 
kewenangan kecamatan Rappocini yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan 
fasilitas kepentingan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang administrasi 
pemerintahan. 
Pembentukan kelurahan karunrung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 30 Tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang Pembentukan, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dalam Daerah Kota Makassar yang 
dimana memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan 
oleh Walikota di bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, dan 
ketentraman dan ketertiban serta melakukan koordinasi dengan instansi otonom di 
wilayah kerjanya.
1
 
2. Batas Wilayah Kelurahan Karunrung 
a. Sebelah utara : Kelurahan Gunung Sari (Pompa bensin jl. Hertasning dekat 
jembatan 1 tepatnya perumahan taman goseng) dan Kelurahan Kassi-kassi. 
b. Sebelah selatan : Kelurahan Gunung Sari (Jl. Syech Yusuf tepatnya Mesjid 
Katangka). 
c. Sebelah timur : Kelurahan Gunung Sari (BTN. Minasa Upa Blok AB). 
d. Sebelah Barat : Keluran Gunung Sari (Jl. Talasalapang 3). 
 
 
                                                          
1
 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 30  Tahun 2005 Tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Daerah Kota Makasssar, Pasal 4. 
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3. Fungsi Kelurahan Karunrung 
Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas, 
Kelurahan Karunrung dibentuk oleh Walikota berfungsi sebagai pelaksana atau 
penyelenggara kegiatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, 
serta ketentraman dan ketertiban yang telah menjadi  tanggung jawab bagi Kelurahan, 
selain itu Kelurahan Karunrung menyelenggarakan fungsinya sebagai pelaksana 
pelayanan administrasi publik yang telah menjadi tanggung jawabnya.
2
 
4. Struktur Organisasi 
a. Lurah 
Lurah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten atau Kota. Seorang Lurah berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Camat. Tugas Lurah adalah melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang 
dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta 
melaksanakan Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-
undangan.
3
 
b. Sekretaris Lurah 
Sekretaris Lurah adalah seseorang yang mempunyai tugas untuk memberikan 
pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan administratif guna melayani 
masyarakat kepada seluruh anggota atau komponen yang ada di Kelurahan. 
                                                          
2
 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 30  Tahun 2005 Tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Daerah Kota Makasssar, Pasal 4. 
3
 “Lurah”, Wikipedia the Free Encyclopedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Lurah (17 Februari 
2017). 
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c. Seksi Pemerintahan 
seksi pemerintahan dipimpin oleh Kepala seksi Pemerintahan yang diangkat 
oleh Lurah, seksi pemerintahan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan di 
bidang pemerintahan dan umum seperti melaksanakan administratif  kependudukan 
dan cactatan sipil dan membina lembaga swadaya masyarakat. 
d. Seksi Pembangunan 
Seksi pembangunan dibentuk oleh Lurah memiliki tugas untuk melakukan 
pembinaan dalam pembangunan di bidang perekonomian, produksi, sarana dan 
prasarana umum serta lingkungan hidup. 
e. Seksi Kesra (kesejahteraan Rakyat) 
Seksi kesejahteraan Rakyat (Kesra) mempunyai tugas menyiapkan bahan 
penyusunan program pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, 
keagamaan, sosial budaya, keseniaan, generasi muda dan pemberdayaan perempuan 
serta bantuan dan pelayanan sosial. 
f. Seksi Kebersihan 
Seksi Kebersihan yang ada di Kelurahan karunrung dibentuk untuk 
melaksanakan pembinaan dalam bidang kebersihan untuk menjaga lingkungan. 
g. Pengelola PBB 
Jabatan ini diperuntukkan kepada seseorang yang dimana mempunyai tugas 
untuk mendata masyarakat yang wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
 
 
56 
 
 
  
h. Pengelola Raskin 
Pengelola Raskin memiliki tugas dibidang perekonomian yakni melakukan 
pendataan pendudukan yang layak mendapatkan subsidi pangan berupa Beras dari 
pemerintah yang dimana bertujuan guna menurunkan angka kemiskinan. 
i. Imam Kelurahan 
Dibentuknya Imam di Kelurahan guna membantu pelayanan Nikah dan Rujuk 
serta melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Kelurahan. 
j. RW dan RT 
RW dan RT dibentuk oleh Lurah guna membantu pelayanan administrasi 
pelayanan terhadap masyarakat di kelurahan. 
 
B. Peranan Pejabat RT pada Kelurahan dalam Pembangunan di Kelurahan 
Karunrung 
Pemaparan dalam bab ini merupakan gambaran dari hasil penelitian yang 
telah dilakukan di lokasi penelitian yaitu, Kelurahan Karunrung. Hasil dari penelitian 
ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer di dapat dari hasil observasi 
lapangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti masyarakat, dan aparat 
pemerintahan di kelurahan pada khususnya. Tinggi rendahnya peran pejabat RT 
tergantung bagaimana masyarakat yang merasakan pelayanan yang nyata yang sesuai 
dengan yang mereka harapkan. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan mempunyai arti sebagai 
berikut: “Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang 
dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.”4 
Peranan RT penting dalam pembangunan di Kelurahan, dimana pejabat RT 
dituntut untuk menjadi seorang yang dapat melayani masyarakat dalam segi apapun 
untuk kepentingan sesama masyarakat dan pembangunan terutama di Kelurahan 
Karunrung. Begitu juga yang dikatakan oleh Mahmud Dg. Naba yang menjabat 
sebagai ketua RT 01 RW 01, beliau berkata : 
“Peranan pejabat RT yaitu melayani masyarakat dengan membantu warga 
yang tidak mampu mengurus surat-surat administrasi”.5 
 
Pelayanan kepada masyarakat harus bisa menjadi suatu tanggung jawab penuh 
para RT yang merupakan bagian dari fungsi pelayanan pemerintah daerah. RT harus 
mampu melayani segala bentuk urusan administrasi masyarakat terutama dalam 
mengurus data-data kependudukan sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah. 
Dalam hal ini Rukun Tetangga Memiliki peranan dalam pembangunan 
menurut peraturan daerah kota makassar nomor 41 tahun 2001 yaitu : 
 
 
                                                          
4
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 
2008), h. 1173. 
5
 Mahmud Dg. Naba, Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Karunrung, Wawancara, Makassar, 4 
Februari 2017. 
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a. Pengkoordinasian antar warga; 
Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar 
kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing 
dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar memperoleh hasil 
secara keseluruhan. Koordinasi terhadap sejumlah bagian-bagian yang besar pada 
setiap usaha yang luas daripada organisasi demikian pentingnya sehingga beberapa 
kalangan menempatkannya di dalam pusat analisis. 
Koordinasi yang efektif adalah suatu keharusan untuk mencapai administrasi / 
manajemen yang baik dan merupakan tanggung jawab yang langsung dari pimpinan. 
Koordinasi dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan satu sama lain oleh karena itu 
satu sama lain saling mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif akan menjamin 
koordinasi yang baik sebab pemimpin berperan sebagai koordinator. 
Pejabat RT sebagai pemimpin melakukan pengkoordinasian antar warga 
dalam pembangunan di kelurahan agar setiap warga dapat berpartisipasi dalam 
kegiatan yang bermasyarakat dengan terciptanya rasa kebersamaan dan 
keseimbangan warga sehingga menciptakan lingkungan yang tentram dan nyaman 
karena adanya sikap responsif yang dimiliki oleh warga, hal ini diungkap oleh Ny. 
Dartati selaku Ketua RT 05 RW 01, dia mengungkapkan bahwa: 
“Warga dan Ketua RT harus menciptakan kebersamaan yang kuat sehingga 
tercpita pula sinergitas untuk saling membantu yang tinggi di lingkungan ini”.6 
                                                          
6
 Dartati, Ketua RT 05 RW 01Kelurahan Karunrung, Wawancara, Makassar, 6 Februari 2017. 
59 
 
 
  
Kordinasi yang baik dapat menimbulkan kerja sama yang kuat di antar warga 
sehingga potensi konflik antar warga dapat dihindari ataupun dapat dicarikan jalan 
keluar yang menguntungkan kedua belah pihak apabila terjadi. Kerja sama yang 
terbentuk ini untuk kepentingan warga dalam meningkatkan kesejahteraannya 
sebagaimana diterangkan oleh Ibu Dartati bahwa masyarakat yang menetap di 
wilayahnya memiliki hubungan yang harmonis sehingga konflik antar warga jarang 
terjadi.
7
 
b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat 
dalam pemerintah; 
Dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dalam 
pemerintah, pejabat RT berperan dengan menciptakan kegiatan-kegiatan yang 
berkaitan langsung dengan masyarakat dan pemerintah, kegiatan tersebut bertujuan 
untuk menciptakan masyarakat yang aktif dalam pemerintah seperti kegiatan 
musyawarah dengan pejabat di Kelurahan yang membahas tentang hal-hal yang 
berkaitan dengan pemerintahan. Pelaksanaan ini tentunya didasari dengan 
pertimbangan yang baik guna menjalin hubungan yang baik antar warga dengan 
pemerintah, hubungan antar sesama anggota masyarakat juga sangat perlu 
diperhatikan karena apabila hubungan antar sesama anggota masyarakat tidak 
harmonis, konflik antar warga bisa saja terjadi dan akan menimbulkan ketidaknyaman 
warga sekitar sehingga pejabat RT sebagai pemimpin melaksanakan kegiatan-
                                                          
7
 Dartati, Ketua RT 05 RW 01Kelurahan Karunrung, Wawancara, Makassar, 6 Februari 2017. 
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kegiatan yang tujuannya adalah menciptakan harmonisasi antar warga seperti dengan 
melaksanakan kegiatan kerja bakti di lorong ataupun pesta rakyat yang diadakan 
setiap tahun bertepatan dengan dirgahayu RI tanggal 17 Agustus seperti yang 
diterangkan oleh Mahmud Dg. Naba
8
, dari kegiatan-kegiatan ini akan timbul 
komunikasi antar warga sehingga membuat warga tertarik untuk mengikuti kegiatan 
tersebut dikarenakan adanya dukungan dan dorongan dari pemimpin serta 
pemerintahan setempat. 
c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.9 
Penanganan masalah yang berbasis kemasyarakat adalah tanggung jawab 
pemerintah setempat khususnya pejabat RT yang merupakan orang yang paling dekat 
dengan masyarakat. 
Masalah kemasyarakatan yang sering dihadapi oleh warga adalah masalah 
pencemaran lingkungan, sampah, tindak kejahatan dan masalah-masalah 
kependudukan, Hal ini diutarakn oleh Muh. Rusli Dg. Sanre bahwa: 
“Masalah yang diahadapi warga saat ini yang utama adalah pencemaran 
lingkungan yang disebabkan oleh sampah serta masalah kependudukan”10 
 
                                                          
8
 Mahmud Dg. Naba, Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Karunrung, Wawancara, Makassar, 4 
Februari 2017. 
9
 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,  Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 41 
tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Daerah Kota 
Makassar (Makassar: Bappenas, 2001), h. 4. 
10
 Muh. Rusli Dg. Sanre, Ketua RT 04 RW 1 Kelurahan Karunrung, Wawancara, Makassar, 5 
Februari 2017. 
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Masalah sampah saat ini sangat meresahkan warga karena dampak 
penumpukan sampah yang sering terjadi adalah tersumbatnya saluran air sehingga 
terjadi Banjir, Hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena akan 
menghadapi banyak karakter atau perilaku masyarakat yang beragam. Perilaku 
masyarakat perkotaan yang relatif berbeda dalam menyikapi masalah kebersihan erat 
relevansinya dengan pendidikan atau pengetahuan tentang kesehatan yang tidak 
merata. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang sudah berjalan 
dalam waktu yang lama tanpa adanya aturan atau sanksi yang bisa membuat jera. 
Masyarakat yang mempunyai kebiasaan buang sampah bukan pada tempatnya 
membuat kondisi Kota menjadi memprihatinkan baik dari segi kebersihan, keindahan 
dan kerapihan begitupun dengan kesehatan masyarakat pada umumnya. 
Berdasar dari permasalahan persampahan yang erat kaitannya dengan 
kesehatan dan sesuai survey dilapangan, maka Walikota Makassar dalam rangka 
mewujudkan Makassar Hijau dan Bersih membuat sebuah kebijakan Makassar Tidak 
Rantasa (MTR) dengan gerakan “Lihat Sampah Ambil” Sebagai bentuk solusi untuk 
menangani permasalahan kebersihan yang ada  sehingga mulai di kenalkan kepada 
masyarakat pada tingkat sekolah sekolah yang ada di Kota Makassar.  
Amri Kalena mengungkapkan bahwa kebijakan Walikota Makassar sangat 
baik karena sudah sewajibnya kebersihan diterapkan mulai di tingkat sekolah karena 
banyak sekolah di Makassar kurang terjaga kebersihannya, beliau berharap 
62 
 
 
  
kedepannya baik sekolah, instansi maupun lingkungan masyarakat di Makassar dapat 
menerapkan kebijakan yang dibuat Walikota Makassar.
11
 
Hal ini pula yang membuat adanya kebijakan dalam menanggulangi 
permasalahan masalah seperti pengadaan armada pengangkutan sampah yang dimana 
akan mengangkut sampah yang nantinya akan ditempatkan di TPA (Tempat 
Pembuangan Akhir). Peran pejabat RT juga yaitu meningkatkan minat warga dalam 
berpartisipasi untuk membersihkan sampah yang ada di wilayahnya dengan cara 
gotong royong. 
Masalah yang lain adalah masalah kependudukan yang sering dihadapi oleh 
warganya yaitu sulitnya dalam pengurusan administrasi berkas pemerintahan seperti 
KTP, KK, dll. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil. Kewajiban penduduk adalah melaporkan setiap 
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada isntansi 
pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil. Tentunya hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran 
serta RT/RW  sebagai garda depan pada proses  administrasi kependudukan dan Hal 
ini telah diakui oleh pemerintah akan fungsi  dari RT/RW dalam kepres no.49 pasal 7 
tahun 2001. Dalam hal ini, pejabat RT berperan sebaga”ujung tombak” dalam urusan 
kependudukan di pemerintahan karena pejabat RT adalah orang yang terlibat 
                                                          
11
 Amri Kalena, Ketua RT 06 RW 1 Kelurahan Karunrung, Wawancara, Makassar, 4 Februari 
2017. 
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langsung dengan masyarakatnya masing-masing. Pejabat RT yang mengetahui 
jumlah warga yang ada di lingkungannya baik yang permanen maupun non permanen 
(warga pendatang). 
Seperti yang diungkapkan oleh Drs. Muh. Issa yang merupakan RT 03 RW 01 
di Kelurahan Karunrung, dia mengatakan bahwa : 
“Setiap masyarakat wajib dibantu oleh ketua RT dalam mengurus 
administrasinya apabila warganya menemui masalah dalam pengurusan tersebut “.12 
 
Dengan demikian, pejabat RT telah berperan penting dalam pembangunan di 
Kelurahan sesuai dengan peraturan daerah kota Makassar nomor 41 tahun 2001. 
 
C. Tugas dan Fungsi Pejabat RT pada Kelurahan dalam Pembangunan 
Rukun Tetangga (RT) adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah 
Kepala Keluarga yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Rukun Tetangga (RT) 
yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayah kelurahan atau 
desa. Namun di dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah maupun 
Pemerintahan Desa Organisasi Rukun Tetangga tidak disebut dan tidak termasuk 
dalam sistem pemerintahan, realita lembaga Rukun Tetangga ini merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.  
Dari penjelasan mengenai maksud, tujuan serta tugas pokok dan fungsi dari 
Rukun Tetangga diatas dapat disimpulkan bahwa Rukun Tetangga merupakan suatu 
                                                          
12
 Muh. Issa, Ketua RT 03 RW 1 Kelurahan Karunrung, Wawancara, Makassar, 5 Februari 
2017. 
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organisasi yang tidak termasuk dalam sistem pemerintahan yang diangkat melalui 
musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat setempat, sehingga dengan adanya 
Rukun Tetangga tersebut diharapkan agar Rukun Tetangga dapat berperan penting 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam mencapai kesejahteraan itu sendiri, baik dari segi pembangunan 
dan lain-lain.  
Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan tugas serta fungsi RT 
dalam hal pembangunan, maka dibentuk pasal yang mengatur tentang tugas dan 
fungsi RT sebagaimana tertera di peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 
pasal 14 dan 15. Pasal 14 berisi tentang tugas membantu pemerintah desa atau lurah 
dalam hal penyelenggaran urusan pemerintahan. Dalam menjalankan tugas sebagai 
penyelenggara pemerintahan, pejabat RT mempunyai fungsi sebagaimana yang 
tertera di pasal 15 yaitu : 
1. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;  
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis 
Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang 
dari 6 bulan, tetapi bertujuan untuk menetap.Untuk mendapatkan gambaran mengenai 
kondisi kependudukan suatu wilayah atau negara, diperlukan data yang akurat 
mengenai aspek-aspek kuantitas dan kualitas penduduk. Tingkat akurasi data yang 
diperoleh sangat memengaruhi ketelitian hasil analisis dan prediksi kondisi 
kependudukan. Untuk negara Indonesia, lembaga yang bertugas mengumpul kan, 
mengolah, dan mempublikasikan data kependudukan adalah Badan Pusat Statistik 
65 
 
 
  
(BPS). Badan Pusat Statistik Indonesia memiliki beberapa sumber data 
kependudukan, yaitu hasil sensus, survei, dan registrasi penduduk. 
 
a. Sensus 
Sensus atau cacah jiwa adalah proses pencatatan, perhitungan, dan publikasi 
data demografis yang dilakukan terhadap semua penduduk yang tinggal menetap di 
suatu wilayah atau negara tertentu secara bersamaan. Sensus dilaksanakan setiap 10 
tahun sekali. Tujuan utama dilaksanakan sensus penduduk antara lain untuk 
mengetahui jumlah dan perkembangan penduduk dalam periode waktu tertentu, 
dikatakan oleh ketua RT 06 RW 01 yakni: 
“dalam melakukan pendataan penduduk di wilayah kelurahan karunrung 
dilakukan dengan secara berkala oleh saya, tetapi juga dilakukan dengan cara sensus 
yang dilakukan pemerintah”.13 
 mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk di berbagai wilayah, serta 
mengetahui kondisi demografis lainnya, seperti tingkat kelahiran, kematian, 
komposisi, dan migrasi. Di dalam pelaksanaannya, sensus dapat dilakukan dengan 
dua cara, yaitu sebagai berikut. 
1) Sensus de jure, yaitu proses pencacahan penduduk yang dilaksanakan 
terhadap semua orang yang benar-benar tercatat bertempat tinggal di suatu 
wilayah, umumnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
                                                          
13
 Amri Kalena, Ketua RT 06 RW 1 Kelurahan Karunrung, Wawancara, Makassar, 4 Februari 
2017. 
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2) Sensus de facto, yaitu proses pencacahan penduduk yang dilaksanakan 
terhadap semua orang yang ditemui oleh petugas ketika dilaksanakan sensus. 
 
b. Survei 
Selain melalui sensus, data kependudukan dapat pula diperoleh dari hasil 
survei. Dilihat dari pelaksanaannya, survei hampir sama dengan sensus. Perbedaan 
dari kedua proses pencacahan tersebut terletak pada waktu pelaksanaan, wilayah, dan 
jumlah penduduk yang di data. Proses pendataan survei hanya dilakukan terhadap 
sampel (contoh) penduduk di beberapa wilayah yang dianggap dapat mewakili 
karakteristik semua penduduk di sekitar wilayah sampel. Pelaksanaannya pun dapat 
dilakukan kapanpun dan tidak memiliki periodisasi seperti sensus. Atau dengan kata 
lain, survei adalah proses pencacahan terhadap sampel penduduk di beberapa wilayah 
yang dapat mewakili karakter wilayah secara keseluruhan. 
c. Registrasi Penduduk 
Sumber data kependudukan yang ketiga adalah registrasi penduduk, yaitu 
proses pengumpulan keterangan yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa 
kependudukan harian dan kejadian-kejadian yang mengubah status seseorang, seperti 
peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, perpindahan tempat tinggal, dan 
kematian. 
2. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; 
Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari 
segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian Ketertiban 
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adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai 
ketentuan yang ada. 
Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas 
adalah Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 
masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan 
nasional dalam rangka tercapainnya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya 
keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang 
mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan 
masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk 
pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan 
masyarakat. 
Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban dalam Undang-undang tersebut 
adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk di dalamnya adalah warga 
masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana 
ketentuan yang ada. Secara umum masyarakat memahami bahwa yang bertanggung 
jawab untuk menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat adalah polisi dan 
masyarakat. Dan masyarakat berperan besar dalam menciptakan dan menjaga 
keamanan masyarakat. Masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan dan 
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi tidak mampu menciptakan dan 
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat itu 
sendiri. Peran serta masyarakat dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan 
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ketertiban masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan. Masyarakat 
juga dibantu dengan pejabat RT setempat dalam menciptakan keamanan di 
lingkungannya seperti dengan mendirikan pos kamling ataupun pejabat RT 
membentuk satuan pengamanan contohnya HANSIP atau LINMAS seperti yang 
diungkapkan oleh Muh. Takdir Dg. Nakku selaku pejabat RT 07 RW 01 di Kelurahan 
Karunrung
14
 dimana masyarakat saling bahu membahu dalam menjaga keamanan dan 
ketertiban di wilayah tersebut serta pejabat RT membuat peraturan wajib lapor bagi 
warga yang bukan penduduk wilayah tersebut yang hendaknya akan menetap di 
wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk membangun kerukunan hidup antar warga  
dengan rasa nyaman dan aman. 
3. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan 
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan  
Gagasan adalah ide-ide yang berupa rancangan yang didasari oleh pemikiran 
seseorang untuk mengembangkan suatu pondasi yang memiliki tujuan tertentu. 
Gagasan atau ide-ide dari seorang pemimpin di lingkungannya sangat 
diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, gagasan atau ide-ide ini kemudian 
dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi  masyarakat untuk meningkatkan usaha 
ataupun lembaga swadaya yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam mengembangkan 
aspirasi warga dengan memberikan gagasan atau ide, pemimpin seperti pejabat RT 
hendaknya dapat turun langsung ataupun sekiranya mengetahui keberadaan lembaga 
                                                          
14
 Muh. Takdir Dg. Nakku, Ketua RT 07 RW 01Kelurahan Karunrung, Wawancara, 
Makassar, 6 Februari 2017. 
69 
 
 
  
swadaya masyarakat yang ada di lingkungan ataupun segala jenis usaha yang 
dibangun oleh masyarakat. 
 
4. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.  
Pembangunan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Pembangunan dapat dilihat pula melalui penyediaan sarana dan 
prasarana untuk pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Kenyataan 
sekarang pelaksanaan pembangunan di pedesaan sebagian dilakukan dengan 
memanfaatkan swadaya masyarakat setempat dan sebagian lagi berasal dari bantuan 
pemerintah. 
Menyadari bahwa untuk kegiatan pembangunan tertentu tak dapat 
berlangsung tanpa bantuan dari luar. Sebab ada keterbatasan pengetahuan dan 
keterbatasan keahlian. Karena yang melaksanakan pembangunan desa itu adalah 
manusia dan manusia itu harus dibimbing, dibina dan diawasi maka dalam proses 
pelaksanaan pembangunan pemimpin seperti pejabat Rtlah yang harus mampu 
mendorong, menggerakkan dan membina masyarakatnya, baik dalam bidang 
pembangunan, pemerintahan maupun dalam bidang kemasyarakatan. Karena pejabat 
RT adalah pemimpin pemerintahan di wilayahnya, tanpa adanya peran pejabat RT 
yang mampu menggerakkan dan memotivasi masyarakatnya, maka swadaya 
masyarakat yang diharapkan tentunya tidak dapat mendukung pembangunan. 
Swadaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sering menghadapi 
masalah-masalah yang mempengaruhi bahkan dapat menghambat pembangunan di 
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wilayah itu sendiri, dikarenakan masih rendahnya tingkat kemandirian dan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan hingga belumlah sesuai dengan yang diharapkan dan 
belum sepenuhnya mendukung proses pelaksanaan pembangunan. Agar swadaya 
masyarakat dalam pembangunan dapat ditingkatkan dan dapat mendukung serta 
memperlancar pembangunan, maka perlu adanya suatu Peran pejabat RT yang 
mampu menggerakkan dan memotivasi masyarakatnya. Dengan berperannya pejabat 
RT yang dapat menggerakkan masyarakat agar turut serta dalam pembangunan, maka 
pembangunan di wilayahnya dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu untuk 
kepentingan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut demi terwujudnya cita-cita 
masyarakat adil dan makmur. 
Melalui cara dengan menggenjot semangat masyarakat untuk lebih peduli 
terhadap pembangunan wilayahnya di samping aparatur kelurahan mau berperan 
dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan berupa program kerja serta berperan 
mendatangkan para pendidik untuk memberikan pendidikan yang dapat memberikan 
pelajaran penting terhadap pembangunan. Berperannya pejabat RT 
sebagai pemimpin di wilayahnya serta dapat menggerakkan masyarakatnya, maka 
tidak akan ditemui hambatan-hambatan untuk meningkatkan dan menggerakkan 
swadaya masyarakat. 
Dalam rangka melakukan pembangunan di sebuah pemerintahan kelurahan, 
tugas dan fungsi pejabat RT haruslah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada 
sebagaimana yang dimaksud diatas agar pembangunan di sebuah wilayah kelurahan 
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dapat terlaksana dengan baik dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan kelayakan 
dalam hidup serta kesejahteraan sosial. 
 
D. Ananlisis Hukum Islam terhadap Tugas dan Fungsi Pejabat RT 
Dalam Islam, kerjasama antar siapapun harus didasari dengan adanya prinsip 
tolong menolong yang tujuannya adalah kebaikan dan ketakwaan. 
Dalam Q.S Al-Maidah/5:2  
اُىوَوبََعتَو  َلَو ٰيَىْقَّتلاَو ِِّزبْلا ًَلَع اُىوَوبََعت  ِةَبقِعْلا ُديِدَش َ َّاللَّ َِّنإ َ َّاللَّ اُىقَّتاَو ِناَوْدُعْلاَو ِمْث ِْلْا ًَلَع  
Terjemahan: 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya
15
 
Dalam ayat ini Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk 
saling membantu dalam perbuatan baik dan itulah yang disebut dengan al-birru (ِّ ِربْلا )  
dan meninggalkan kemungkaran yang merupakan ketakwaan. Dan melarang mereka 
saling mendukung kebatilan dan bekerjasama dalam perbuatan dosa dan perkara 
haram.  Ayat yang mulia ini mencakup semua jenis bagi kemaslahatan para hamba, di 
dunia maupun akhirat, baik antara mereka dengan sesama, ataupun dengan Rabbnya. 
Sebab seseorang tidak luput dari dua kewajiban; kewajiban individualnya terhadap 
Allah Swt. dan kewajiban sosialnya terhadap sesamanya. 
                                                          
15
 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 107. 
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Selanjutnya, hubungan seseorang dengan sesama dapat terlukis pada jalinan 
pergaulan, saling menolong dan persahabatan. Hubungan itu wajib terjalin dalam 
rangka mengharap ridha Allah Swt. dan menjalankan ketaatan kepada-Nya. Itulah 
puncak kebahagiaan seorang hamba. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan 
mewujudkan hal tersebut, dan itulah kebaikan serta ketakwaan yang merupakan inti 
dari agama ini. 
Dalam hal ini, pemimpin diwajibkan untuk menolong masyarakat yang dia 
pimpin dalam hal apapun baik dari segi administrasi maupun segi kemasyarakatan. 
Pejabat RT sebagai pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat wajib membantu 
ataupun menolongnya dalam menghadapi kesulitan karena ridha Allah Swt. sangat 
besar terhadap pemimpin yang menolong rakyatnya guna meningkatkan 
kesejahteraan rakyatnya dan Allah Swt. juga meridhai umatnya yang saling tolong 
menolong antar sesama nya. 
Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin seperti pejabat RT juga harus 
menjalankan fungsi dan perannya dengan penuh amanah, pemimpin yang amanah 
mampu menjalankan kepemimpinannya dengan baik tanpa adanya pamrih dalam 
menjalankan tugas serta fungsinya, pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang 
memiliki sikap tanggung jawab yang besar terhadap rakyat yang dipimpinnya, 
memliki kejujuran serta mapu berbuat adil dalam menjalankan kepemimpinnya, 
memiliki kecerdasan dalam hal intelektual agar dapat melindungi dan 
mensejahterakan rakyatnya. 
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 Dalam Islam, tugas utama pemimpin dan kesibukan sehari-harinya yaitu 
mengurus persoalan yang dihadapi rakyatnya, menyelesaikan problematika dan 
masalah yang terjadi ditengah tengah masyarakat serta memiliki wewenang 
mengatur, dan menyuruh bawahan dan rakyat. Pemimpin sering juga 
disebut khadimul ummah (pelayan umat). Sebagaimana dalam Hadits Imam Bukhori 
dalam kitab “Hukum-hukum” bab:” Orang yang diberi amanat kepemimpinan”: 
 ََّنأ َزَمُع ِهْب ِ َّاللَّ ِدْبَع ْهَع ٍرَبىيِد ِهْب ِ َّاللَّ ِدْبَع ْهَع ٍِكلبَم ْهَع َةََملْسَم ُهْب ِ َّاللَّ ُدْبَع َبَىث َّدَح ِ َّاللَّ ََ ىُ َر 
 ُزيَِمْلَْبف ِِهتَّيِعَر ْهَع ٌَ ُىئْسَم ْمُكُّلُكَو ٍعاَر ْمُكُّلُك ََلأ : ََ َبق َمَّل َُ َو ِهَْيلَع ُ َّاللَّ ًَّلَص  ٍعاَر ِسبَّىلا ًَلَع ٌِذَّلا
 ُْمهْىَع ٌَ ُىئْسَم َىُهَو ْمِهَْيلَع 
Terjemahannya:  
Diriwayatkan Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari 
Abdullah bin umar r.a berkata : Saya telah mendengar rasulullah saw bersabda 
: setiap orang adalah pemimpin dan akan di minta pertanggung jawaban atas 
kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung 
jawaban  perihal rakyat yang dipimpinnya.
16
 
Melihat hadits diatas telah terbukti bahwa pentingnya amanat yang harus 
dijalankan oleh seorang pemimpin dalam melaksanankan tugasnya sebagai pelayan 
masyarakat karena setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan perbuatannya 
kelak. Hal ini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, tanggung jawab yang 
berujung terhadap pelayanan pemerintah terhadap rakyatnya memicu kehidupan yang 
bermasyarakat yang damai adil dan sejahtera karena kesejahteraan masyarakat pada 
dasarnya adalah buah dari pelayanan publik yang dilakukan pemerintah yang baik 
dan terarah. 
                                                          
16
 Abu Husin Muslim bin Hajjaj, Shohih Muslim (Semarang: Al-Ridho, 1993), h. 562. 
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Dengan pelayanan publik yang baik maka kesejahteraan masyarakat juga 
berpeluang besar untuk membaik dan terarah ke tujuan pemerintahan dalam 
pembangunan. Di era globalisasi ini misi pemerintahan tidak lagi bertumpuh pada 
pengaturan. Akan tetapi telah bergeser kepada pelayanan. Dimana pemerintahan tidak 
lagi hanya mengatur dan menciptakan prosedur-prosedur akan tetapi lebih pada 
pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelayanan yang dimaksud adalah 
pelayanan yang efektif serta bertujuan untuk membantu masyarakat. 
seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan 
masyarakat, bukan minta dilayani. Dengan demikian, hakikat pemimpin sejati adalah 
seorang pemimpin yang sanggup dan bersedia menjalankan amanat Allah Swt. untuk 
mengurus dan melayani umat/masyarakat. 
Selain sebagai pelayan umat sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, salah 
satu sifat seorang pemimpin adalah beriman dan beramal shaleh. Dan tugasnya 
utamanya ialah menciptakan keamanan dan menghilangkan rasa takut serta 
mempasilitasi rakyatnya untuk beribadah kepada Allah Swt. secara total. Dengan kata 
lain, apabila seorang pemimpin seperti pejabat RT meciptakan keamanan, ketertiban 
serta kenyamanan di daerahnya dan menyediakan tempat untuk rakyatnya dalam 
beribadah maka pemimpin tersebut adalah pemimpin yang beriman serta beramal 
shaleh. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Fungsi pejabat RT pada kelurahan dalam pembangunan di Kelurahan 
Karunrung berjalan dengan baik berdasarkan peraturan menteri dalam negeri 
nomor 5 tahun 2007 pasal 15 yang berisi tentang fungsi pejabat RT untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
2. Sesuai dengan peraturan daerah kota Makassar nomor 41 tahun 2001, pejabat 
RT di Kelurahan Karunrung berperan penting sebagai pelayan publik dengan 
bertanggung jawab penuh dalam penanganan masalah-masalah di masyarakat. 
3. dalam Islam, 4 indikator yaitu bertanggung jawab, memiliki integritas tinggi, 
takwa dan teladan yang wajib dimiliki oleh pejabat RT dalam menjalankan 
fungsi dan perannya. Pemimpin yang bisa dijadikan panutan adalah pemimpin 
yang taat kepada Allah SWT dengan mendirikan shalat serta menunaikan 
zakat. 
B. Implikasi  
1. Pejabat RT harus mengetahui perannya pada kelurahan dalam 
pembangunan yang tercantum dalam peraturan daerah kota Makassar 
nomor 41 tahun 2001 agar pejabat RT lebih efektif dalam menjalankan 
Amanah yang diberikan. 
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2. Fungsi RT yang sebagaimana terkandung dalam pasal 15 peraturan 
menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 dapat memberikan pedoman 
kepada pejabat RT dalam pelaksanaan tugas dan fungsi nya di masyarakat. 
3. Untuk kedepannya, sebaiknya pejabat RT mendapatkan tunjangan ataupun 
gaji intensif dari pemerintah karena pejabat RT merupakan garda terdepan 
dalam menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. 
4. Untuk menjadi seorang pemimpin yang Amanah, pejabat RT 
membutuhkan sifat beriman dan beramal sholeh agar menjadi Khadimul 
ummah (Pelayan Umat). 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 Penelitian berkualitas lahir dari proses penelitian yang tepat dan cermat baik berupa 
instrument penelitian maupun pengumpulan data dengan memperoleh data teruji validitas dan 
relibialitasnya, maka perlu disusun pedoman wawancara dalam penelitian ini untuk 
memperoleh data. Adapun pedoman wawancara sebagai berikut : 
1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjabat ketua RT ? 
2. Berapa lama masa jabataan ketua RT pada umumnya ? 
3. Apa motivasi bapak/ibu ingin menjabat ketua RT ? 
4. Bagaimana cara pemilihan menjadi ketua RT ? 
5. Jika ada, apa visi dan misi bapak/ibu saat pertama kali menjabat ? 
6. Jika ada, apa saja perangkat – perangkat dalam kepengurusan RT yang bapak/ibu bentuk 
? 
7. Apakah bapak/ibu membantu warga dalam mengurus administrasi pemerintahan seperti 
KTP, KK, dll ? 
8. Apakah warga bapak/ibu melapor kepada anda apabila ada warga bukan penduduk yang 
tinggal di daerah anda ? 
9. Bagaimana cara bapak/ibu menyelesaikan masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga 
misalnya pertengkaran keluarga, dll ? 
10. Apakah bapak/ibu sudah melakukan pendataan kependudukan ? 
11. Bagaimana tindakan bapak/ibu dalam menjaga keamanan ? 
12. Apakah bapak/ibu sering melakukan kegiatan yang bersifat gotong royong ? 
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